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A. Pendahuluan

Kementrian Agama Republik Indonesia melalui surat Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Nomor 1175 Tahun 2021 memberikan mandate khusus kepada IAIN
Syekh Nurjati sebagai Pilot Project untuk bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam berbasis siber (Digital University) dan mendapatkan amanat untuk
melakukan upaya-upaya yang diperlukan serta berkoordinasi dengan Tim Taskforce
Pengembangan PTKI berbasis siber. Langkah awal dari upaya realisasi pilot project ini
adalah pembukaan Program Studi PJJ Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dimaksudkan
untuk menjadi akses bagi sekitar 60 ribuan guru madrasah se-Indonesia yang belum
berpendidikan S1 untuk menempuh pendidikan Sarjana (S1) secara utuh. Dengan
dibukanya Program Studi PJJ PALI ini, maka para guru PAI yang belum berpendidikan S1
di seluruh wilayah Indonesia dapat mendapat pendidikan terbaik lewat jalur online (daring)
yang disediakan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang juga tengah bertransformasi
menjadi Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI). Dalam upaya persiapan
realisasi transformasi kelembagaan, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekh
Nurjati Cirebon juga ikut dilibatkan terutama dalam penyusunan Proposal
penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Hal ini merupakan harapan
dari para Pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar pengajuan penyelenggaraan Program
Studi PJJ dapat segera terealisasikan serta terjamin mutu dan kualitasnya.

Pengajuan pendirian Program Studi PJJ Pendidikan Agama Islam (PAI) yang
menjadi persyaratan transformasi menjadi UISSI dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI telah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT lewat
pemberitahuan yang diunggah pada website Pengajuan Program Studi Baru BAN-PT.
Pada website tersebut, Dewan Pimpinan BAN-PT menyatakan bahwa pengajuan Program
Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
telah memenuhi syarat umum akreditasi minimum berdasarkan keputusan tertanggal 24
Agustus 2021. Keberhasilan pengajuan Program Studi PJJ PAI tidak terlepas dari hasil
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pendampingan yang dilakukan oleh LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam proses
penyusunan proposal pembukaan Program Studi PJJ di lingkungan IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.

Dalam masa penantian turunnya SK Akreditasi minimul Program Studi PJJ PAI,
IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus melakukan persiapan untuk transformasi kelembagaan
menjadi UISSI dengan mempersiapkan pelayanan akademik berstandard Digital
University serta pengajuan Program Studi PJJ lainnya. Keberhasilan pembukaan program
studi PJJ Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah langkah permulaan dalam rencana
transformasi kelembagaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi Digital University.
Kedepannya, perlu adanya Program Studi PJJ lainnya untuk menegaskan komitmen IAIN
Syekh Nurjati Cirebon sebagai pelaksana mandate dari Kementerian Agama untuk
menjadi kampus digital. Dan dalam proses penyusunan proposal pembukaan Program
Studi PJJ selanjutnya, LPM kembali ditunjuk oleh Pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
untuk mengawal tim penyusun proposal PJJ dalam penyusunan proposal pembukaan PJJ
dan melakukan proses review proposal yang telah disusun sebelum diajukan kepada
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam serta BAN-PT.

. Kedudukan LPM sebagai Penjamin Mutu Pelayanan Akademik di IAIN Syekh
Nurjati Cirebon

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada awalnya bernama Pusat Pengembangan
Mutu Akademik (PPMA). Pergantian dari pusat menjadi lembaga berimplikasi pada
perubahan tugas dan kewenangan yang diembannya. Dalam rangka melaksanakan
peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement), maka IAIN
Syekh Nurjati telah membentuk Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA) pada Tahun
2010 dan berdasarkan Organisasi Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Tahun 2013 telah
berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan standar pendidikan tinggi secara
konsisten dan berkelanjutan. Lembaga Penjaminan Mutu membawahi Pusat
Pengembangan Standar Mutu yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
standar mutu pendidikan tinggi, dan Pusat Audit dan Pengendalian Mutu yang mempunyai

tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu perguruan tinggi.
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LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan
IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berbasis mutu pada seluruh sistem pengelolaan kampus
agar tidak kalah dalam persaingan. LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga mengupayakan
adanya keselarasan dan langkah bersama semua unsur di lingkungan IAIN Syekh Nurjati
Cirebon untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terdepan. Pembenahan mutu
secara internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus dilakukan dengan dukungan sumber daya
manusia, regulasi, dan dokumen yang memadai. Oleh karena itu LPM IAIN Syekh Nurjati
Cirebon juga selalu mengupdate Pedoman Pengelolaan Mutu IAIN Syekh Nurjati Cirebon
agar dapat dijadikan acuan dalam melakukan perubahan dan memudahkan pelaksanaan
pengelolaan mutu di kampus. LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga terus mengaudit
impelementasi Dokumen Pengelolaan Mutu yang telah disusun untuk membawa IAIN
Syekh Nurjati Cirebon menjadi terdepan, baik di Indonesia, Asia maupun di dunia
internasional.

Dokumen-dokumen utama yang telah disusun oleh LPM IAIN Syekh Nurjati
Cirebon dalam rangka penjaminan mutu pelayanan akademik di lingkungan IAIN Syekh
Nurjati Cirebon dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Kebijakan mutu
Sebagai perguruan tinggi bermutu, IAIN SN Cirebon bertekad mengembangkan
integrasi keilmuan serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, berperadaban,
dan siap terap. Untuk melaksanan kebijakan mutu IAIN SN, manajemen berupaya
memastikan seluruh warga kampus :
a. Mengerti dan memahami kebijakan mutu IAIN SN;
b. Menjamin terpenuhinya tuntutan mutu pelayanan pemangku kepentingan;
¢. Mendukung penerapan sistem manajamen mutu IAIN SN dan perundangan yang
berlaku;
d. Memastikan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu di IAIN
SN.
2. Manual mutu
Manual mutu yang ada berupa manual mutu pengembangan dan peningkatan
standar mutu.
3. Standar mutu
Standar mutu yang telah disusun didasarkan pada penilaian atau instrument

akreditasi borang prodi S1 1A
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4. Standard operating procedure (SOP)

SOP yang telah dihasilkan terdiri dari;

a. SOP Persiapan perkuliahan;

b. SOP Pelaksanaan Pembelajaran
SOP Pelaksanaan UTS dan UAS
SOP Microteaching
SOP PPL/PKL
SOP Ujian proposal skripsi

a o

SOP ujian komprehensif

o «Q —H o

SOP ujian skripsi/munagosah

Pada masa transisi dalam transformasi kelembagaan menjadi Universitas Islam Siber
Syekh Nurjati Indonesia (UISSI), LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus mengawal setiap
kegiatan dalam upaya mewujudkan Cyber Islamic University yang pertama di Indonesia

yang berkualitas dan terdepan.

C. Tinjauan Umum Program Studi Pendidikan Jarak Jauh
C. 1. Pengertian Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Jarak Jauh adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari
pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui
teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Pendidikan jarak jauh dilandasi
pada Pendidikan terbuka, sehingga menyediakan keluwesan belajar bagi peserta
didik lintas ruang dan waktu. Program pendidikan jarak jauh pada jenjang
pendidikan tinggi merupakan program yang menerapkan proses pembelajaran secara
jarak jauh melalui penggunaan berbagai Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK).

Konsep dasar PJJ sebenarnya sederhana yakni otonomi pembelajar. Dalam
PJJ, pembelajar menentukan sendiri proses belajar dengan menggunakan berbagai
sumber belajar. Dengan demikian, pembelajar, pemandu belajar (instruktur, guru,
dosen), maupun sumber belajar dapat terpisah tempat selama atau setidaknya dalam
sebagian besar waktu belajarnya. Oleh karena terpisah tempat, dan dalam banyak
kesempatan juga terpisah waktu, maka diperlukan sebentuk teknologi untuk

mengantarkan bahan pembelajaran dan untuk berinteraksi satu sama lain. Teknologi
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sebagai sarana pengantaran bahan pembelajaran dan sarana berinteraksi menjadi
penting karena salah satu esensi PJJ adalah upaya mendekatkan pendidikan kepada
yang memerlukan.

Dalam PJJ, dua hal kunci dalam proses pembelajaran, yakni pengantaran
bahan pembelajaran dan interaksi, mengalami evolusi bentuk seiring dengan
perkembangan teknologi informasi. Pada awalnya, korespondensi digunakan
sebagai sarana pengantaran pembelajaran sekaligus interaksi (tertulis) antara
pembelajar dan pemandu belajar. Ketika teknologi radio dan televisi mulai
memasyarakat, pengantaran bahan pembelajaran menggunakan teknologi informasi
tersebut, melengkapi pengiriman bahan pembelajaran tercetak. Oleh karena
teknologi radio maupun televisi lebih bersifat siaran (broadcast), maka interaksi
diselenggarakan dengan cara lain yakni melalui korespondensi dan komunikasi suara
(telepon).

Menjelang akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, teknologi informasi
berkembang menuju teknologi informasi yang bersifat interaktif dan dialogis.
Internet menjadi teknologi utama untuk pengantaran dan interaksi dalam
pembelajaran. Pembelajaran dan interaksi dapat difasilitasi melalui pemanfaatan
jejaring komputer global yang bukan saja dapat memfasilitasi pengantaran bahan
pembelajaran secara seketika (sinkron), tetapi juga dapat digunakan untuk
memfasilitasi interaksi secara sinkron (pihak-pihak yang berinteraksi berada waktu
yang sama) maupun asinkron (pihak-pihak yang berinteraksi berada pada waktu
yang berbeda menggunakan medium komunikasi yang mampu menyimpan dan
menampilkan kembali informasi saat diperlukan). Teknologi Internet menjadi sarana
utama dalam menggerakkan keseluruhan proses pembelajaran maupun
pengadministrasiannya.

Paradigma PJJ

Dalam menjelaskan konsep dasar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Moore dan
Kearsley (2005:2) memberikan batasan bahwa PJJ adalah “pembelajaran terencana
yang berlangsung secara terpisah dengan pendidiknya, memerlukan desain dan
teknik pembelajaran yang khusus, berkomunikasi melalui berbagai teknologi, serta
menggunakan struktur organisasi dan administrasi yang khusus”.

Berpegang pada definisi tersebut, ada beberapa unsur dalam PJJ yang perlu

mendapat perhatian agar diperoleh gambaran yang lebih jelas:
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a. penekanan pada pembelajaran, bukan pengajaran, sehingga mahasiswalah yang
belajar bukan pendidik mengajar;

b. pembelajaran terjadi secara terencana dan terorganisasi, bukan tanpa
kesengajaan;

c. pembelajaran terjadi pada ruang (dan/atau waktu) terpisah dari kegiatan
pengajarannya;

d. keterpisahan ruang dan/atau waktu antara pembelajar dan pengajar menjadikan
pembelajar harus memiliki kemampuan belajar mandiri dan belajar berdasarkan
kecepatannya sendiri;

e. interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran dilakukan

dengan perantaraan teknologi informasi.

Meskipun pandangan modern lebih menekankan konsep pembelajaran --yang
memandang bahwa tujuan utamanya adalah “membelajarkan”-- sebagai aktivitas
yang diterjadikan oleh pembelajar, dalam konteks PJJ sebagai bentuk pendidikan
formal, kiranya perlu dimunculkan kembali konsep pengajaran. Dalam hal ini,
pengajaran berarti proses penyampaian materi dan pembimbingan oleh pendidik
kepada mahasiswa. Jadi, berdasarkan cara pandang organisasi belajar, ada pihak
yang “belajar” dan ada pihak yang “mengajar” atau dengan istilah yang lebih
merujuk pada filosofi konstruktivisme adalah “yang membelajarkan”. Oleh karena
itulah, digunakan istilah pendidikan jarak jauh untuk menyatakan adanya kegiatan
“belajar” dan kegiatan “mengajar” yang dikelola oleh sebuah institusi pendidikan.

Belajar dalam konteks pendidikan yang diorganisasikan, atau dengan kata lain
disebut pendidikan formal, berurusan dengan proses belajar yang disengaja dan
direncanakan. Mencari dan mendalami informasi secara tidak terorganisasi melalui
mesin pencari sebagai pemuasan rasa ingin tahu, bukan merupakan kegiatan belajar
dalam konteks pendidikan formal. Belajar formal dalam konteks PJJ melibatkan
beberapa pihak yang secara sengaja dan terencana melakukan berbagai aktivitas
sinergis satu sama lain. Pihak pertama adalah pembelajar (mahasiswa atau
mahasiswa) yang melakukan aktivitas belajar dengan panduan dan fasilitasi oleh
pihak kedua yang berperan sebagai pengajar (instruktur, guru, atau dosen). Untuk
menjalankan fungsi masing-masing dengan baik, diperlukan dukungan material

(bahan pembelajaran, sarana prasarana, teknologi) dan pengelolaan (institusi,
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organisasi). PJJ saat ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
mutakhir untuk mengantarkan bahan pembelajaran, memediasi interaksi, dan
mengelola organisasi.

PJJ sering dikaitkan dengan pendidikan terbuka. Istilah ini mula-mula
digunakan di Eropa dan negara-negara lain yang memiliki tradisi elitis dalam
pendidikan di mana hanya elit-elit tertentu yang dapat mengakses pendidikan tinggi.
Istilah pendidikan terbuka menggambarkan keterbukaan akses kepada individu-
individu yang sebelumnya memiliki keterbatasan untuk mengakses pendidikan.
Pandangan lain tentang istilah terbuka adalah tidak diperlukannya syarat formal
untuk mengikuti pendidikan, penguasaan materi prasyarat, dan ujian kelulusan.
Berbagai institusi PJJ sekaligus juga merupakan institusi yang menjalankan praktik
akses terbuka dalam pengertian tidak memerlukan syarat-syarat formal mengikuti
pendidikan, menguasai materi prasyarat, dan bahkan tidak menyelenggarakan ujian
kelulusan.

Dipandang dari sisi organisasi penyelenggaraan, PJJ pada dasarnya dapat
dilakukan dalam dua mekanisme. Pertama, PJJ diselenggarakan oleh institusi
Penyelenggara PJJ dan diikuti oleh mahasiswa yang terdaftar pada suatu institusi
Penyelenggara Program Studi. Pendidikan formal mensyaratkan mahasiswa
menempuh sejumlah mata kuliah yang merupakan kesatuan utuh dari suatu program
keahlian dan terdaftar pada suatu Program Studi yang akan memberikan pengakuan
penyelesaian program pendidikannya.

Skema berikut ini menggambarkan mekanisme penyelenggaraan PJJ dalam

konteks penyelesaian pendidikan pada suatu Program Studi:
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Gambar 1. Penyelenggaraan PJJ untuk penyelesaian program studi

Mahasiswa peserta PJJ yang terdaftar pada suatu Penyelenggaran Program
Studi, mengikuti sebagian pembelajaran di tempat dia terdaftar dan sebagian
pembelajaran lainnya diikuti secara jarak jauh dari Penyelenggara PJJ. Oleh karena
pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, maka institusi Penyelenggara PJJ harus
menyediakan sarana pengantaran bahan dan interaksi pembelajaran melalui fasilitas
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mengelola pembelajarannya
menggunakan Learning Management System (Sistem Pengelolaan Pembelajaran).
Beberapa proses pembelajaran mungkin perlu dilakukan secara tatap muka langsung
(face to face) atau tatap muka yang dimediasi teknologi (misalnya teleconference).
Untuk memfasilitasi kegiatan tatap muka (tutorial, praktikum, dan sebagainya) yang
harus dilaksanakan di daerah jauh terpisah dari institusi Penyelenggara PJJ,
diperlukan Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ).

Sebuah institusi Penyelenggara PJJ dimungkinkan memiliki akses terhadap
lebih dari satu PBJJ untuk berbagai keperluan mahasiswa PJJ yang dilayaninya.
Dimungkinkan pula PBJJ adalah unit yang secara fisik berada di perguruan tinggi
tempat mahasiswa terdaftar. Oleh karena PBJJ adalah bagian dari kelengkapan

penyelenggaraan PJJ, maka PBJJ harus dijamin kualitasnya (fasilitas maupun

M. Syaogi Nahwandi | Mengapa Proposal PJJ...



Kumpulan Artikel Website LPM, Vol 2 (2022)

layanannya) oleh institusi Penyelenggara PJJ. Mahasiswa yang menyelesaikan
kuliahnya berhak mendapatkan sertifikat dari Penyelenggara PJJ. Bila seluruh mata
kuliah yang ditempuh telah memenuhi syarat kelulusan program studi, maka
Penyelenggara Program Studi memberikan tanda lulus progam studi dan/atau gelar
sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya.

Penyelenggara PJJ

1
1
_____ y TIK-Tatapmuka 1
1
1
[
1

Mhs :
,_ 1
Mhs | Py !(—l—l
| TIK - SPP
Mhs

| Registrasi

Keterangan:

TIK =Teknologi Informasi dan Komunikasi
SPP = Sistem Pengelolaan Pembelajaran
PBJJ = Pusat Belajar Jarak Jauh

Gambar 2. PJJ untuk penyelenggaraan mata kuliah lepasan

Selain melayani mahasiswa yang terdaftar pada suatu Program Studi tertentu,
Penyelenggara PJJ dimungkinkan pula untuk melayani mahasiswa yang mengambil
suatu mata kuliah lepasan (tanpa perlu dikaitkan dengan keutuhan kurikulum
program studi). Untuk dapat mengikuti mata kuliah lepasan ini, mahasiswa perlu
mendaftarkan diri pada Penyelenggara PJJ dan mengikuti proses pembelajaran yang
diselenggarakan. Bila dalam prosesnya diperlukan kuliah tatap-muka ataupun
praktikum, mahasiswa dapat mengikutinya di UBJJ yang secara geografis lebih
dekat dengan domisili mahasiswa. UBJJ ini tentu kualitas, fasilitas dan layanannya
telah dijamin oleh Penyelenggara PJJ. Pada akhir pembelajaran, Penyelenggara PJJ
memberikan sertifikat tanda kelulusan atau keikutsertaan pada suatu mata kuliah
tertentu.

Mekanisme penyelenggaraan mata kuliah lepasan ini mengakomodasi
kebutuhan terhadap sistem pendidikan terbuka dan pendidikan sepanjang hayat.
Pembelajar bisa menempuh mata kuliah apapun dan kapanpun sesuai kebutuhannya
tanpa terikat syarat- syarat formal penyelesaian program studi tertentu.
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D. Standard Konten Proposal Pembukaan Program Studi PJJ
Dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan program studi PJJ di lingkungan
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, LPM melakukan review atas proposal-proposal PJJ yang
diajukan agar memenuhi standard yang telah ditetapkan olehn BAN-PT. Berikut ini
standard-standard konten proposal pembukaan program studi PJJ yang direview oleh LPM
IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
1. Standard Kriteria 1: Kurikulum PJJ
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat
capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 6 (enam) Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang
terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan
program studi.
Dalam penyusunan deskripsi Kriteria 1: Kurikulum, LPM IAIN Syekh Nurjati
Cirebon mereview keseluruhan deskripsi Kurikulum PJJ yang ditawarkan oleh calon

penyelenggara Prodi PJJ dengan ketentuan sebagai berikut:

Elemen Sub-Elemen Deskripsi Elemen yang direview

Keterpenuhan empat aspek urgensi
penyelenggaraan PJJ yang mencakup:

(a) analisis data kelayakan penyelenggaraan PJJ
secara massal dengan biaya murah pada seluruh
wilayah jangkauan,

1.1 Justifikasi ) y J ) J
1.1.1 Urgensi (b) analisis data keterserapan lulusan program
penyelenggaraan

enyelenggaraan studi tatap muka sejenis di wilayah jangkauan,
prodi PT PJJ benyelengg P J yan Jang

(c) analisis kejenuhan program studi tatap muka
sejenis sebagai bukti ketiadaan potensi konflik
dengan  perguruan tinggi  penyelenggara

program studi tatap muka dan atau PJJ sejenis di

wilayah jangkauan, dan
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(d) ketersediaan dukungan dari pemerintah

daerah/provinsi setempat dan LLDIKT].

Level dan jumlah sasaran benchmarking dan
1.1.2 Keunggulan mencakup aspek:

keilmuan program studi | (1) pengembangan keilmuan,

yang diusulkan (2) kajian capaian pembelajaran,

(3) kurikulum program studi sejenis.

Kerjasama yang telah dibangun dengan para
1.1.3 Kerjasama pihak dalam rangka penyelenggaraan PJJ di

wilayah jangkauan

Profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja

. lainnya. Profil lulusan dilengkapi dengan uraian
1.2 Profil

ringkas kompetensi seluruh profil yang sesuai
Lulusan

) dengan program pendidikan Sarjana, dan
Program Studi. ) )
keterkaitan profil tersebut dengan keunggulan

program studi.

Rumusan capaian pembelajaran program studi

) mengacu pada profil lulusan, merujuk pada
1.3 Capaian o ) ) o
] deskripsi capaian pembelajaran SN-Dikti dan
Pembelajaran )
level 6 (enam) KKNI dan relevansinya dengan

keunggulan program studi.
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Kesesuaian susunan mata kuliah yang
mencakup aspek:
(1) keberadaan 4 mata kuliah wajib,

1.4 Struktur _ )
] (2) kesesuaian mata kuliah dengan rumusan
Kurikulum ) _
capaian pembelajaran,
(3) rekomendasi waktu penempuhan mata
kuliah, dan (4) beban sks per semester wajar
1.5 Mata Kuliah Jumlah dan aksesibilitas mata kuliah penciri

Penciri Program | 1.5.1 MK Penciri prodi | program studi (NMKP)
Studi

Ketersediaan RPS untuk 5 (lima) mata kuliah
penciri program studi yang memenuhi 9
(sembilan) komponen

1. Nama program studi, nama dan kode mata
kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang
dibebankan pada mata kuliah;

3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada
tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi
1.5.2 Rencana capaian pembelajaran lulusan;

Pembelajaran Semester | 4. Bahan kajian yang terkait dengan

(RPS) kemampuan yang akan dicapai

5. Metode pembelajaran;

6. Waktu yang disediakan untuk mencapai
kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

7. Pengalaman belajar mahasiswa yang
diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa selama satu
semester;

8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

9. Daftar referensi yang digunakan.
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Keterpenuhan unsur-unsur bentuk

pembelajaran terbimbing yang terdiri atas:

Sinkron
1. Praktikum/Praktik/PKL
_ 1.6.1 Bentuk 2. Tutorial tatap muka
1.6 Sistem ] ) )
) pembelajaran 3. Chatting via forum
Pembelajaran o
terbimbing 4. Teleconference
Asinkron

1. Tutorial Online/Daring
2. Pembelajaran mandiri

3. Simulasi virtual

Rencana pelaksanaan praktik/praktikum dll
1.6.2 Rencana ditunjukkan dengan adanya:

pelaksanaan 1. Jadwal praktikum yang jelas
praktik/praktikum/PKL/ | 2. Panduan praktikum sesuai dengan mata
praktik bengkel dan kuliah berpraktikum

sejenisnya 3. Lokasi praktikum

4. Kerjasama yang dibangun

Sistem Penilaian Pembelajaran dan tata cara
pelaporan penilaian yang transparan dan

) o akuntabel diindikasikan dengan adanya:
1.6.3 Sistem penilaian _ )
_ 1. Metode yang sistematis untuk mengukur
pembelajaran dan tata ) _
capaian pembelajaran
cara pelaporan o ) o
o 2. Standar penilaian yang dikomunikasikan
penilaian ) ] )
kepada mahasiswa di awal perkuliahan

3. Tata cara pelaporan hasil evaluasi yang dapat

diakses secara mudah oleh mahasiswa

M. Syaoqi Nahwandi | Mengapa Proposal PJJ...



Kumpulan Artikel Website LPM, Vol 2 (2022) [

1.7 Rancangan
Fasilitasi
Merdeka Belajar
bagi Mahasiswa

Rancangan kebijakan dan implementasi untuk
memfasilitasi pemenuhan masa dan beban
belajar "Merdeka Belajar - Kampus Merdeka"
bagi mahasiswa yang melakukan pembelajaran
di luar program studi yang diusulkan yang
mencakup aspek:

1) Penyediaan dosen pembimbing akademik,
oleh perguruan tinggi pengusul terhadap
mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah
pada program studi yang berbeda pada
perguruan tinggi sendiri atau perguruan tinggi
lain

2) Rancangan kurikulum menyediakan pilihan
bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah
diluar program studi sesuai dengan ketentuan

perundang undangan

2. Standard Kriteria 2: Sumber Daya Manusia PJJ

Sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan PJJ mencakup

pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik pada PJJ merupakan Dosen, Tutor, atau

sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya dan berperanserta dalam

menyelenggarakan PJJ. Pendidik pada PJJ dapat bertugas sebagai pengelola di tingkat

perguruan tinggi dan/atau program studi, dan/atau dosen pengampu mata kuliah, tutor

atau sebutan lainnya. Untuk menyelenggarakan PJJ juga diperlukan pendidik yang

memiliki fungsi sebagai:

a. perancang pembelajaran;

b. penyusun dan/atau pengembang bahan ajar dan media;

c. produser bahan ajar dan media;

d. penyebar luas dan/atau pengunggah bahan ajar dan media

e. penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar;

f. dosen pengampu dan pengelola mata kuliah;

g. tutor pada proses pembelajaran;

h. pembimbing praktik dan/atau tugas akhir; dan/atau
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i. penguiji.

Dalam penyusunan deskripsi Kriteria 2: Sumber Daya Manusia, LPM 1AIN
Syekh Nurjati Cirebon mereview keseluruhan deskripsi Sumber Daya Manusia terkait
dengan Dosen dengan Tugas Khusus, Dosen Tetap Prodi PJJ, Tutor, dan Tendik yang

ditawarkan oleh calon penyelenggara Prodi PJJ dengan ketentuan sebagai berikut:

Elemen Sub-Elemen Deskripsi Elemen yang direview

Status, jumlah dan kualifikasi akademik
2.1 Dosen Tetap i i
] calon dosen tetap PJJ yang ditugaskan di
program studi _
program studi

Jumlah pendidik yang memiliki penugasan
khusus sebagai:
1. perancang pembelajaran;

2. penyusun dan atau pengembang bahan

2.2 Pendidik ajar dan media;

Dengan Tugas 3. produser bahan ajar dan media;

Khusus 4. penulis soal, tugas, dan atau evaluasi hasil
belajar;

5. pembimbing praktik dan atau tugas akhir;
dan

6. penguji

Prodi memiliki Tutor di setiap PBJJ dengan
kualifikasi sebagai berikut:

1. Berpendidikan minimum sederajat dengan
2.3 Tutor jenjang pendidikan prodi yang diusulkan

2. Menguasai bidang ilmu yang sesuai
dengan mata kuliah yang ditutorkan

3. Telah mengikuti pelatihan tutor

Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan

24T 2417 kependidik
enaga enaga Kependidiian di kampus utama PT PJJ

Kependidikan di kampus utama PT PJJ
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Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan
di setiap PBJJ

2.4.2 Tenaga kependidikan
di PBJJ

3. Standard Kriteria 3: Unit Pengelola PJJ
Unit Pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan Keputusan
Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul dan dikelola oleh dosen tetap, bertugas antara
lain sebagai pengelola PJJ dari aspek Kurikulum dan Bahan Ajar, Layanan Bantuan
Belajar Bagi Mahasiswa, Ujian dan Evaluasi, serta Administrasi Akademik. Dosen
pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi terdiri atas sedikitnya 5 (lima) orang dosen
tetap PT Pengusul yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Dosen tetap perguruan tinggi dengan jabatan fungsional tertentu
2. Ditugaskan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai pengelola Program
Studi PJJ di tingkat perguruan tinggi;
3. Memiliki sertifikat pendidik;
4. Berkualifikasi pendidikan minimal magister/magister terapan atau setara level 8
(delapan) KKNI;
5. Tidak dapat dirangkap oleh dosen tetap program studi.
Dalam penyusunan deskripsi Kriteria 3: Unit Pengelola PJJ, LPM IAIN Syekh
Nurjati Cirebon mereview keseluruhan deskripsi Unit Pengelola PJJ yang ditawarkan

oleh calon penyelenggara Prodi PJJ dengan ketentuan sebagai berikut:

Elemen Sub-Elemen Deskripsi Elemen yang direview

Keterpenuhan unsur struktur organisasi
perguruan tinggi PJJ yang mencakup aspek:

a. 5 unsur unit pengelola program studi:

3.1
1) unsur penyusun kebijakan;

Rancangan ]

o 3.1.1 Struktur 2) unsur pelaksana akademik;
Organisasi dan o o

_ Organisasi dan Tata 3) unsur pengawas dan penjaminan mutu;
Tata Kerja ) ) )
) Kerja PT PJJ 4) unsur penunjang akademik atau sumber
Unit Pengelola )
belajar; dan

Program Studi. o )
5) unsur pelaksana administrasi atau tata usaha;

dan

b. penjelasan tata kerja dan tata hubungan
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Keterpenuhan unsur struktur organisasi
pengelola program studi yang mencakup aspek:
a. 5 unsur unit pengelola program studi:

1) unsur penyusun kebijakan;
3.1.2 Struktur

o 2) unsur pelaksana akademik;
Organisasi dan Tata

) ) 3) unsur pengawas dan penjaminan mutu;
Kerja Unit Pengelola . _
) 4) unsur penunjang akademik atau sumber
Program Studi _
belajar; dan

5) unsur pelaksana administrasi atau tata usaha;
dan

b. penjelasan tata kerja dan tata hubungan

3.1.3 Dosen pada Unit | Keberadaan Unit Pengelola PJJ di tingkat

Pengelola PJJ di perguruan tinggi, jumlah pengelolanya, dan
tingkat perguruan kualifikasi pendidikannya
tinggi

Perwujudan good governance dengan lima pilar
3.1.4 Rancangan o
_ tata pamong yang mampu menjamin
Perwujudan Good ) o o
terwujudnya visi, terlaksanakannya misi,
Governance dengan ) _ _ )
) _ tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang
Lima Pilar Tata ) )
digunakan secara: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3)

Pamon
: Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, dan 5) Adil

Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu
Internal berdasarkan keberadaan 5 aspek: 1)
dokumen legal pembentukan unsur pelaksana

) ) penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen
3.2 Sistem 3.2.1 Sistem

Penjaminan Penjaminan Mutu
Mutu Internal PJJ

mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar
SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya
siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti
sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu
(Jika ada); 5) memiliki external benchmarking
dalam peningkatan mutu (jika ada).
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3.3.1 Ruang kuliah, Rataan nilai luas ruangan per dosen atau

ruang kerja dosen, karyawan, dan luas minimum perpustakaan yang
kantor, ruang dihitung sebagai berikut : nilai rata-rata adalah
teleconference, dan (at+b+c+d)/4

ruang tutorial
daring/luring di
kampus utama PT PJJ

a. Luas ruang dosen per dosen dan status
kepemilikan yaitu SD = milik sendiri, KS =
Kerja Sama, atau SW = sewa atau kontrak

b. Luas ruang kantor per pegawai dan status
kepemilikan yaitu SD = milik sendiri atau SW =

sewa atau kontrak atau kerjasama

c. Luas ruang teleconference dan status
kepemilikan yaitu SD = milik sendiri, KS =

3.3 Sarana dan Kerja sama, atau SW = sewa atau kontrak

Prasarana d. Luas ruang tutorial daring/luring per
mahasiswa dan status kepemilikan yaitu SD =
milik sendiri, KS = Kerja sama, atau SW = sewa

atau kontrak

Infrastruktur perangkat keras TIK di kampus
utama perguruan tinggi PJJ yang meliputi:

1. Highend Server (misalnya dalam bentuk farm
server, colocation server, hosting, cloud, dan
sejenisnya);

3.3.2 Infrastruktur N
_ 2. Fasilitas teleconference;
TIK di kampus utama ) )
o 3. Ketersediaan NOC (Network Operation
Perguruan Tinggi PJJ ]
Center) dan DRC (Disarter Recovery Center);

4. Jaminan pasok daya listrik tidak terputus
dengan penyediaan cadangan catu daya melalui 2

atau lebih gardu listrik berbeda dan genset, UPS

yang memadai
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Memiliki atau memiliki akses terhadap server
(dedicated) LMS dengan fasilitas berikut:

1. Ruang data (penyimpan/storage) untuk setiap
mata kuliah yang diselenggarakan minimal 5 GB
per mata kuliah;

) 2. Kapasitas memori (RAM) yang disediakan
3.3.3 Kapasitas Server ) o
paling sedikit berukuran 100 MB per pengguna
bersamaan;

3. Kecepatan transfer data untuk akses ke luar
sebesar 100 Kbps per pengguna bersamaan;

4. Kecepatan transfer data untuk akses masuk

sebesar 25 Kbps per pengguna bersamaan

Memiliki fasilitas/fitur:

1. presentasi (sinkron/ asinkron)

2. interaksi/komunikasi (sinkron/asinkron)

3. asesmen (mengakomodasi berbagai format
tes)

3.3.4 Fasilitas/fitur 4. pengelompokan (grouping)

Sistem Pengelolaan 5. pengarsipan bukti pembelajaran (catatan
Pembelajaran aktivitas/logbook, nilai mahasiswa, learning
analytics, dan sejenis-nya)

6. Integrasi dengan Sistem Informasi Akademik
7. Integrasi dengan sumber belajar (e-library)
Dilengkapi dengan ketersediaan fasilitas uji

kecepatan/bandwith di tempat akses mahasiswa

Sistem Informasi Manajemen yang meliputi:
1. Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen
3.3.5 Sistem Informasi | berbasis web (Akademik, Kemahasiswaan,
Manajemen untuk PJJ | Perpustakaan, Kepegawaian, Keuangan,
Prasarana dan Sarana); dan

2. Keterkaitan antar SIM dalam PT.

M. Syaoqi Nahwandi | Mengapa Proposal PJJ... m



Kumpulan Artikel Website LPM, Vol 2 (2022) [

3.4.1 Alasan Keterpenuhan aspek potensi calon mahasiswa
pemilihan PBJJ dan atau peminat, ketiadaan potensi konflik, dan
potensi kemitraan adanya kemitraan dalam pemilihan setiap PBJJ

a. Luas ruang dosen per dosen dan status
kepemilikan yaitu SD = milik sendiri, KS =

Kerja Sama, atau SW = sewa atau kontrak

b. Luas ruang kantor per pegawai dan status
kepemilikan yaitu SD = milik sendiri atau SW =

sewa atau kontrak atau kerjasama

3.4.2 PBJJ dan c. Luas ruang teleconference dan status

Fasilitas belajar di
3.4 Sarana dan setiap PBJJ

kepemilikan yaitu SD = milik sendiri, KS =
Kerja sama, atau SW = sewa atau kontrak

Prasarana dan d. Luas ruang tutorial daring/luring per
Fasiltas mahasiswa dan status kepemilikan yaitu SD =
Belajar di PBJJ milik sendiri, KS = Kerja sama, atau SW = sewa

atau kontrak

e. Luas ruang laboratorium/tempat praktik per
mahasiswa dan status kepemilikan yaitu SD =
milik sendiri, KS = Kerja sama, atau SW = sewa
atau kontrak

Infrastruktur perangkat keras IT di PBJJ yang
meliputi:

1. Koneksi internet dengan bandwidth memadai
3.4.3 Infrastruktur 100 Mbps;

TIK di PBJJ 2. Fasilitas teleconference (ada)

3. Jaminan pasok daya listrik tidak terputus
dengan penyediaan cadangan catu daya (genset,
UPS) yang memadai
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E. Kesimpulan

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus terlibat dalam
setiap kegiatan realisasi mandate transformasi kelembagaan IAIN Syekh Syekh Nurjati
Cirebon menjadi Digital University terutama dalam penyusunan Proposal
penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Hal ini merupakan harapan
dari para Pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar pengajuan penyelenggaraan Program
Studi PJJ dapat segera terealisasikan serta terjamin mutu dan kualitasnya. Dalam rangka
penjaminan mutu penyelenggaraan program studi PJJ di lingkungan IAIN Syekh Nurjati
Cirebon, LPM melakukan review atas proposal-proposal PJJ yang diajukan agar
memenuhi standard yang telah ditetapkan olen BAN-PT. Konten proposal pembukaan PJJ
yang direview oleh LPM adalah deskripsi dan persyaratan atas pemenuhan 3 Kkriteria pada
Instrumen pengajuan Program Studi PJJ dari BAN-PT, yang meliputi: Kriteria 1:

Kurikulum, Kriteria 2: Sumber Daya Manusia, dan Kriteria 3: Unit Pengelola PJJ
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